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TANGGAL EFEKTIF
/
PEMERINTAH KOTA TANGERANG :;
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN |/ o
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG \
PENYELENGG
_ NAMA 30F | poT TINGKAT u:ow
DASAR HUKUM KUALIFIKAS] PELAKSANA

1 |(INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

MEMAHAMI PEMBUATAN ADMINISTRAS| KEGIATAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
2 |PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN D) KOTA TANGERANG

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS|, TUGAS DAN
6 |FUNGS| SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NO, 33 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS|, TUGAS
@ |DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN _ | PERAUATAN/PERLENGKAPAN/ = =
T. DASAR HUKUM PENUNJANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA TANGERANG
2. DAFTAR NAMA STAKEHOLDER INTERNAL PENGARUSUTAMAAN GENOER DI KOTA TANGERANG
SERTNGATAN T PENCATATAN DAN PENDATAAN.

1. APABILA TIDAK DILAKSANAKAN MAKA TIDAK AKAN ADANYA PEMBENTUKAN POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA
TANGERANG DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

2. JIKA SOP TIDAK DILAKSANAKAN AKAN MENGHAMBAT PROSES PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
KOTA TANGERANG




-—y

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

NOMOR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO. REVISI/TERBITAN

TANGGAL BERLAKU
SOP PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (POKJA DAN FOCAL POINT
TINGKAT KOTA) HALAMAN
NO PROSES
KASI KABID KADIS BAGIAN HUKUM KELENGKAPAN WAKTU oUTPUT
MENGUSULKAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN
1 |WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT 3 JAM |WALIKOTA TENTANG POKIA DAN
TINGKAT KOTA FOCAL POINT TINGKAT KOTA
1 —
IKOTA DRAFT SURAT KEPUTUSAN
MEMBUAT DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA ﬁ DRAFT SURAT KEPUTUSAN WAL
- TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT | 3 JAM [WALIKOTA TENTANG POKJA DAN
TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA el Uiarppydlotioakinanninma
MENGAJUKAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DRAFT SURAT KEPUTUSAN
3 |WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT ;’; TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT | 24  JAM |WALIKOTA TENTANG POKJA DAN
TINGKAT KOTA KE BAGIAN HUKUM KOTA FOCAL POINT TINGKAT KOTA
MENGKOREKS| DRAFT DAN PROSES PENETAPAN
+ |SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA i SURAT KEPUTUSAN WALIKOTATENTANG | o0 Jat oo P Ls DAN FOCAL POINT
DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA KE BAGIAN POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA T
HUKUM
5 |MENYAMPAIKAN SURAT PENGANTAR DAN DRAFT -_1 SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG 3 JAM %ﬁLﬁmﬁﬁﬁom
KEPUTUSAN KEPADA DINAS DARI BAGIAN HUKUM POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA
TINGKAT KOTA
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
. SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG
8 |MENYAMPAIKAN SURAT KEPUTUSAN KE BIDANG -‘ sshpopr bl gemittifal] ol 1 JAM |TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT
TINGKAT KOTA
. SRATR SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
MENDISTRIBUSIKAN SURAT KEPUTUSAN KE POKJA EPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PRI s b g O

DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA

N

POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA

TINGKAT KOTA

JUMLAH

JAM




